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ABSTRAK 

 

Siti Umi Nurhasanah 2025: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan 

Akad Ijarah pada Jasa Pengiriman SPX yang 

Tidak Sesuai Alamat (Studi Kasus Desa Muara 

Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten 

Siak) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya penggunaan 

jasa pengiriman SPX, khususnya melalui platform Shopee yang menggunakan 

layanan Shopee Express (SPX). Meskipun jasa pengiriman memudahkan proses 

distribusi barang, ditemukan adanya praktik pengantaran barang yang tidak sesuai 

dengan alamat tujuan yang telah disepakati konsumen. Hal ini menimbulkan 

persoalan hukum dalam konteks fiqih muamalah, khususnya terkait dengan 

pelaksanaan akad ijarah. Akad ijarah dalam Islam menekankan adanya kejelasan 

manfaat, keadilan, dan tanggung jawab antara penyedia dan pengguna jasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan 

akad ijarah oleh jasa pengiriman SPX dalam kasus pengantaran yang tidak sesuai 

alamat, berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan lapangan dan kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan 

kurir dan konsumen SPX, serta melalui studi terhadap literatur fiqih, fatwa DSN-

MUI, dan regulasi perlindungan konsumen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pengantaran 

barang termasuk dalam bentuk wanprestasi dan mengandung unsur gharar 

(ketidakpastian) serta tadlis (penipuan), yang dapat membatalkan keabsahan akad 

ijarah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pihak 

penyedia jasa untuk menerapkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan 

transparansi dalam pelayanannya. Penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban 

dalam transaksi jasa, serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan ekspedisi dalam 

meningkatkan kualitas layanan berbasis prinsip syariah. 

 

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Akad Ijarah, Jasa Pengiriman, Wanprestasi,    

Gharar 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari 

membutuhkan orang lain, dan tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu manusia 

akan berinteraksi dengan manusia lainnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari yang dalam Islam  disebut Muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan 

(hukum) yang mengatur manusia dalam bersosial duniawi sesuai ketentuan 

Allah SWT. Dapat diartikan juga aturan yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
1
 Jadi Fiqih Muamalah ialah 

aturan atau hukum Allah yang harus ditaati Karena Fiqih Muamalah mengatur 

bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur 

hubungan manusia dengan manusia. 

Muamalah yaitu interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam 

bentuk tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam hutang 

piutang dan banyak lagi. Dalam Islam, akhlak juga menjadi salah satu 

landasan umat Islam dalam beraktivitas, termasuk aktivitas muamalah. Oleh 

karena itu, sikap jujur, amanah, menepati janji, menjaga perkataan, merupakan 

sikap yang sangat ditekankan dalam melakukan aktivitas muamalah.2 Di 

dalam Islam Muamalah diperbolehkan dengan firman Allah SWT dalam surah 

An-Nisa (4) : 29  

                                                             
 
1
Ismail Pane, Hasan Syazali, et.al., Fikih Muamalah Kontemporer, (Aceh: Muhammad 

Zaini, 2021),  h. 5. 

2
 Rahmad Hidayat, Fiqih Muamalah, (Medan : CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 18.
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                      

                        

       

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”
3
 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa islam melarang memakan 

harta dengan cara yang batil, dan dibolehkannya praktik ijarah asalkan 

dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belah pihak, akad yang 

dilakukan karena dipaksa adalah tidak sah.
4
 

Berdasarkan ayat di atas, akad ijarah merupakan salah satu bentuk 

muamalah yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Akad ijarah 

berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/2017 adalah akad sewa 

antara mu‟jir bersama musta‟jir atau antara musta‟jir dengan untuk 

mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat maupun jasa.
5
 Adapun 

beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu‟jir, 

musta‟jir, ma‟jur dan ajr atau ujrah. Mu‟jir ialah pemilik benda yang 

menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta‟jir ialah orang yang 

memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ma‟jur ialah pekerjaan yang 

                                                             

3
Kemenag, Al-Qur;an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019), Al-Qur;‟an ini telah melalui penyempurnaan yang 

dilakukan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an dengan melibatkan para pakar Al-Qur‟an, Tafsir, 

Bahasa arab dan Tim Ahli Bahasa Indonesia. 
4
Wahbah Az-Zuhaili, TafsirAl-Munir: Aqidah, Syari‟ah, Manhaj, (Jakarta: Gema Insani, 

2016), Jilid 3, h. 62. 

5
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 112/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, Materi  Muatan Pokok, Angka 1. 
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diakadkan manfaatnya. Sedangkan ajr atau ujrah ialah uang (sewa) yang 

diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.
6
  

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama 

fiqih kepada dua macam yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat 

pekerjaan (jasa).
7
 Pertama, ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. 

Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu 

benda. Kedua, ijarah atas suatu pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. 

Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan 

seseorang.
8
 Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan agar tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan dalam melakukan muamalah, dari itu Islam sangat 

mengatur cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.  

Serta adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.
9
 Dengan maksud segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Berkembangnya zaman dalam kehidupan serba modern ini 

menimbulkan berbagai kebutuhan dan bermuamalah semakin berkembang. 

                                                             

6
 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. Ke-1, h. 79. 

7
 Syaikhu, Ariyadi, Norwil, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: K-Media, 2020 ), h. 142. 

8
Akhmad Farroh, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Malang: UIN-

Maliki Malang Press, 2018), h. 53. 

9
Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Tentang 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Bab 1, Angka 1.
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Contohnya melakukan jual beli yang dulunya harus di satu tempat sekarang 

bisa dengan tempat yang berbeda dan tanpa harus berjumpa. Dengan 

menggunakan aplikasi yang ada di dalam smartphone contohnya aplikasi 

Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop dan banyak lagi.  

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembeli kini 

dapat dengan mudah membeli barang hanya menggunakan smartphone. Dan 

barang yang dibeli akan diantar oleh jasa pengiriman yang bekerja sama 

dengan aplikasi tersebut, ini sangat memudahkan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  

Pesatnya perkembang teknologi turut mendukung pertumbuhan 

aplikasi marketplace online shop serta mendorong manusia untuk membuat 

berbagai perusahaan jasa pengiriman. Di Indonesia  sudah banyak perusahaan 

jasa pengiriman yaitu seperti JNE, J&T, TIKI, Shopee Express (SPX), Pos 

Indonesia, SiCepat, Ninja Express, Cargo Tech, Wahana dan lain-lain. 

Ketika konsumen membeli barang, penjual akan mengirimkan barang 

tersebut menggunakan jasa pengiriman yang dipilih sesuai dengan alamat 

yang ditentukan oleh pembeli. Proses ini dilakukan berdasarkan akad ijarah, 

dan pembeli membayar biaya jasa pengiriman kepada perusahaan ekspedisi 

sebagai bentuk imbalan atas layanan yang diberikan. 

Jasa pengiriman ini sangat diperlukan dan sangat populer dikalangan 

masyarakat, karena dapat memudahkan dalam mengirim barang ke orang lain 

ataupun menerima barang dari orang lain. Dengan semakin berkembangnya 
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teknologi maka semakin besar pula daya tarik kepercayaan masyarakat untuk 

menggunakan jasa pengiriman karena lebih mudah, cepat, nyaman, 

transparansi serta dapat melacak keberadaan barang secara real-time.   

Namun, dibalik kelebihan terdapat  kekurangan dalam layanan jasa 

pengiriman. Berdasarkan fenomena di lapangan, seharusnya kurir pengiriman 

mengantarkan barang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh 

konsumen. Namun, dalam prakteknya, terdapat kasus dimana kurir justru tidak 

mengantarkan barang ke alamat yang ditetapkan, melainkan menentukan 

lokasi lain yang harus didatangi oleh konsumen untuk mengambil barang 

tersebut. Dari fenomena ini penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah 

yang dituangkan dalam judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap 

Pelaksanaan Akad Ijarah pada Jasa Pengiriman SPX yang Tidak Sesuai 

Alamat.’’ 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul, penulis memberikan 

batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya akan 

membahas akad ijarah dalam jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat, 

ditinjau dari Fiqih Muamalah. Adapun studi kasus yang difokuskan pada 

peristiwa yang terjadi di Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, 

Kabupaten Siak, Selain itu tidak dibahas. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu: 



 

 

6 

1. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah dalam konsep dan pelaksanaan 

akad ijarah pada jasa pengiriman barang? 

2. Bagaimana ketentuan Fiqih Muamalah terkait tanggung jawab dalam 

pengiriman barang yang tidak sesuai alamat? 

3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad Ijarah pada jasa 

pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara 

umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara 

lain: 

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah dalam konsep dan 

pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman barang. 

b. Untuk mengetahui ketentuan Fiqih Muamalah terkait tanggung jawab 

dalam pengiriman barang yang tidak sesuai alamat. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan 

akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat.  

2. Kegunaan Penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi konsumen agar 

dapat lebih kritis dalam melakukan transaksi ijarah (upah mengupah). 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Suska Riau. 
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c. Serta diharapkan juga dengan  adanya penelitian ini dapat  memperkaya 

khazanah, intelektual dan menambah wawasan cakrawala berfikir serta 

sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Fiqih Muamalah  

a. Pengertian Fiqih Muamalah 

Pengertian Fiqih Muamalah menurut terminologi dapat dibagi 

menjadi dua: 

1) Pengertian Fiqih Muamalah dalam artian luas 

Di antara definisi yang dikemukakan oleh para ulama 

tentang definisi Fiqih Muamalah adalah: 

a) Menurut Ad-Dimyati:  

"Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan 

keberhasilan masalah ukhrawi." 

b) Menurut Muhammad Yusuf Musa:  

"Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati 

dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan 

manusia.
10

 

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqih 

Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur 

kehidupan ekonomi manusia dalam mencapai kepentingan dunia 

dan akhirat . 

                                                             

10
 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2022), Cet. Ke-9, h. 

14. 
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Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara 

amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas 

manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT.  

2) Pengertian Fiqih Muamalah dalam arti sempit (khas) 

Beberapa definisi Fiqih Muamalah menurut ulama adalah: 

a) Menurut Khudhari Beik:  

"Muamalah adalah semua akad yang membolehkan 

manusia saling menukar manfaat." 

b) Menurut Idris Ahmad: 

"Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk 

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang 

paling baik." 

c) Menurut Rasyid Ridha: 

"Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu 

yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan." 

Kalau ketiga definisi di atas, ditelaah secara seksama Fiqih 

Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati 

aturan-aturan allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan 

antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, 

dan mengembangkan mal (harta benda).
11

 

 

                                                             

11
Rachmat Syafe‟i, Ibid., h.16. 
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b. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah 

Islam sangat mengatur manusia dalam berekonomi yang 

dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran 

transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah.  

Di antara kaidah dasar dan hukum Fiqih Muamalah adalah 

sebagai berikut: 

1) Hukum asal dalam Fiqih Muamalah adalah boleh. 

2) Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. 

3) Meninggalkan intervensi yang dilarang. 

4) Menghindari eksploitasi. 

5) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan. 

6) Tabliqh, siddhiq, fathonah amanah sesuai dengan sifat Rasulullah.
12

 

Selain itu pertimbangan hukum dalam Fiqih Muamalah adalah 

kemaslahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling 

menguntungkan, untuk itulah Fiqih Muamalah dipandang sebagai 

sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang 

senantiasa dinamis sehingga pembahasan terhadap permasalahan 

hukum yang berkaitan dengan muamalah senantiasa berkembang. 

 

 

 

                                                             

12
Hariman Surya, Koko Khoerudin, Fiqih Muamalah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2019), Cet. Ke-1, h. 9. 
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2. Konsep Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah 

a. Pengertian Ijarah 

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 

dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, 

kontrak, menjual jasa dan sebagainya.
13

  Adapun secara terminologi, 

para ulama fiqih berbeda pendapatnya, antara lain: 

1) Menurut Sayyid, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk 

mengambil  manfaat dengan jalan memberi penggantian.  

2) Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang 

diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
14

 

3) Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana  dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan 

tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau 

jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-zimah atau upah 

mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalian objek berbeda 

keduanya dalam konteks fiqh disebut ijarah.
15

  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh 

dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali 

ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada 

pepohonan untuk diambil buahnya. 

                                                             

13
 Abu Azam, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 

Cet. Ke-1, h. 80. 

14 Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm, alih bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 

Cet. Ke-2, Jilid 7, h.82. 

15
 Prilla Kurnia, Fiqih Muamalah, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 

115. 
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b. Dasar Hukum Ijarah 

Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, yaitu apabila 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut 

dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur‟an
16

 dan Ijma. 

1) Al-Qur‟an 

a) Surah At-Thalaq (65): 6 

            

 “jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka 

berikanlah imbalannya.”
17

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa islam 

membolehkan manfaat untuk jasa seperti menyusui dan 

berikalah mereka upah menyusui jika mereka setuju dengan 

upah Mitsl (upah standar).
18

 

b) Surah Al-Qashash (28): 26 

               

              

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya."
19

 

 

                                                             

16
Sohari, Ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-1, 

h. 169.  

17
 Kemenag, Op. Cit., Q.S At-Thalaq (65): 6. 

18 Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit. Jilid 14,  h. 660.  

19
 Kemenag, Op. Cit., Q.S Al-Qashash (28): 26. 
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Dari ayat di atas merupakan kisah nabi musa yang 

menolong dua wanita, singkat cerita atas budi baik dan keteguhan 

hatinya salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan untuk 

mengangkat musa sebagai orang yang bekerja untuknya. Ayat 

tersebut merupakan landasan yang jelas bahwa memberi upah 

orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan.
20

 

Ayat-ayat di atas sebagai dasar hukum adanya sistem sewa 

menyewa barang ataupun jasa dalam hukum Islam, seperti yang 

telah diungkapkan bahwa ada orang yang menyewa jasa orang lain 

untuk menyusukan anaknya. Dan karena ada jasa yang diberikan 

hendaklah membayar upah secara patut. Kaitannya dengan ijarah 

jasa pengiriman yaitu ada jasa yang diberikan (pengiriman barang) 

ada kewajiban yang harus dibayarkan, dari ayat di atas juga 

menjelaskan pentingnya memilih pekerja atau penyedia jasa yang 

memiliki kemampuan dan amanah karena penyedia jasa harus kuat 

secara operasional dan terpercaya dalam menjaga barang.  

2) Ijma 

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan ijarah 

dan mengatur tentang ketentuan umum menyangkut ijarah:
21

 

a) Akad ijarah adalah akad sewa antara mu‟jir dengan musta‟jir 

atau antara musta‟jir dengan Ajir untuk mempertukarkan 

manfa;ah dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa. 

                                                             
20

 Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit. Jilid 10, h. 370. 
21

 Fatwa DSN No: 112/DSN-MUI/IX/2017, Op. Cit., Materi ketentuan umum, Angka 1-5. 
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b) Mu‟jir adalah pihak yang menyewakan barang, baik mu‟jir  

yang berupa barang maupun yang dipersamakan dengan orang, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum . 

c) Ajir  adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 

„ala al-a‟mal/ijarah‟ala al-asykhash, baik Ajir  berupa orang 

maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum . 

d) Manfa‟ah adalah manfaat barang sewa melalui proses 

penggunaan dan pekerjaan jasa Ajir . 

c. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun 

ijarah hanya satu, yaitu Ijab dan Qabul saja (ungkapan menyerahkan 

dan persetujuan sewa-menyewa).
22

  

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun (ijarah ada 4 (empat), 

yaitu: 

1) sighat al-'aqad (ijab dan qabul) 

2) al-'aqidayn (kedua orang yang bertransaksi) 

3) al-ujrah (upah/sewa) 

4) al-manafi (manfaat sewa)
23

 

                                                             

22
 Ali Hasan, Berbagai  Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 231. 

23
 Umi Hani, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad 

Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet. Ke-1, h. 66. 
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Sebagai bentuk transaksi ijarah dianggap sah harus memenuhi 

rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. 

Adapun syarat-syarat dimaksud adalah: 

1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus 

menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di 

antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa 

dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak 

sah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29 

                      

                         

          

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu.”
24

 

 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa islam melarang 

memakan harta dengan cara yang batil, dan dibolehkannya praktik ijarah 

asalkan dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belah pihak, akad 

yang dilakukan karena dipaksa adalah tidak sah.
25

 

2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama 

Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. 

Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, 

seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. 

                                                             

24
 Kemenag, Op. Cit., Q.S  An-Nisa (4): 29. 

25
Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., Jilid 3, h. 62. 
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Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang 

yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang 

mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi 

Ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya. 

3) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat 

tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. 

4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di 

kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. 

Apabila manfaat yang menjadi objek Ijarah tidak jelas, maka 

transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan 

dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah. 

d. Macam-Macam Ijarah 

Ijarah terbagi menjadi dua:  

1) Hukum sewa-menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah, 

seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap 

benda-benda yang diharamkan.  

a) Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah. Menurut ulama 

Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang 

sifatnya mubah.Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai 

dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah danS yafi‟iyah 

berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan 

hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang 

tampak.  
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2) Cara Memanfaatkan Barang Sewaan  

a) Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk 

memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan 

sendiri atau dengan orang orang lain, bahkan boleh disewakan 

lagi atau dipinjamkan pada orang lain. 

b) Sewa Tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan 

tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan 

didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang 

rusak.  

c) Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau 

kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, 

yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan 

dibawa atau benda yang akan diangkut.  

d) Perbaikan Barang Sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika 

barang yang disewakan rusak, pemiliknya lah yang 

berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. 

Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan 

upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil seperti 

membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban 

penyewa. 
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e) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa: Menyerahkan 

kunci jika yang disewa rumah. Dan jika yang disewa kendaraan, 

ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya  

2) Hukum Upah-Mengupah. Upah-mengupah atau ijarah „ala al-

a‟mal, yakni jualbeli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal 

seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. 

Ijarah „ala al a‟mal, terbagi dua, yaitu: 

a) Ijarah Khusus. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang 

pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja 

selain dengan orang yang telah memberinya upah. 

b) Ijarah Musytarik. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama 

atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama 

dengan orang lain.
26

 

e. Be .rakhirnya Akad Ijarah 

Adapun hal-hal yang yang bisa me .nye .babkan batal atau 

be .rakhirnya akad ijarah, yaitu: 

1) Me .nurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis de .ngan 

me.ninggalnya salah se .orang yang be .rakad, se .dangkan ahli waris 

tidak me.miliki hak untuk me.ne.ruskannya. Adapun me .nurut jumhur 

ulama, ijarah itu tidak batal, te .tapi diwariskan. 

2) Pembatalan akad 

                                                             

26 Umi Hani, Op. Cit., h. 66-618. 
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3) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut 

ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan 

habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.  

4) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.
27

 

f. Hak dan Ke .wajiban dalam Akad Ijarah 

Akad ijarah me .nimbulkan hak dan ke.wajiban bagi para pihak 

yang me .mbuatnya. Hak dan ke .wajiban te .rse .but, dirincikan se.bagai 

be .rikut: 

1) Hak dan Ke .wajiban Pe .nye .dia Jasa (Mu‟jir) 

a) Ia wajib me.nye .rahkan barang yang disewakan ma‟jur kepada 

musta‟jir 

b) Memelihara ma‟jur sehingga ma‟jur dapat dipakai untuk 

ke .pe.rluan yang dimaksudkan 

c) Me .mbe.rikan musta‟jir ke .nikmatan/manfaat atas ma‟jur se .lama 

waktu be.rlangsungnya se .wa-me .nye .wa 

d) Me .nanggung musta‟jir te .rhadap se.mua cacat dari ma‟jur yang 

me.rintangi pe .makaian barang 

e) Ia be .rhak me.ne .rima ujrah yang be .sarnya se .suai dipe.rjanjikan 

f) Ia be .rhak me.ne .rima ke.mbali ma‟jur di akhir masa akad se .pe .rti 

se .mula. 

2) Hak dan Ke .wajiban Pe .ngguna Jasa (Musta‟jir) 

a) Ia wajib me.makai ma‟jur se.bagai bapak rumah yang baik. 

                                                             

27 Rachmat Syafe‟i, Op. Cit., h.1319. 
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b) se .suai de .ngan tujuan yang dibe .rikan pada barang te.rse .but 

me.nurut pe .rjanjiannya. 

c) Ia wajib me.mbayar ujrah se .suai dipe .rjanjikan dan wajib 

me.nge .mbalikan ma‟jur ke.pada mu‟jir di akhir pe .rjanjian se.pe .rti 

se .mula. 

d) Musta‟jir be.rhak me.ne .rima manfaat dari ma‟jur. 

e) ia juga be .rhak me.ne .rima ganti rugi jika te .rdapat cacat pada 

ma‟jur. 

f) se .rta ia be.rhak tidak me.ndapatkan gangguan dari orang lain 

se .lama me.manfaatkan ma‟jur. 

Masing-masing pihak harus me .me.nuhi pre .stasi, yaitu be .rupa: 

1) Me .mbe.rikan se .suatu, yaitu mu‟jir me .nye .rahkan ma‟jur dan 

musta‟jir me.mbayar ujrah  

2) Be .rbuat se .suatu, yaitu mu‟jir me .me .lihara ma‟jur se .hingga dapat 

dimanfaatkan dan musta‟jir me.njadi bapak rumah yang baik 

3) Tidak be.rbuat se.suatu, yaitu mu‟jir dilarang se .lama masa se.wa 

me.ngubah wujud ma‟jur se .hingga ma‟jur be .rubah manfaatnya atau 

tidak dapat dimanfaatkan dan musta‟jir dilarang me.nggunakan 

ma‟jur untuk ke .pe.ntingan diluar yang dipe .rjanjikan.  

3. Marketplace Shopee 

a. Profil marketplace shopee 

Marketplace adalah platform yang berperan sebagai pihak 

keriga atau prantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah 

transaksi jual beli secara online.  Sedangkan shopee adalah sebuah 
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perusahaan e-commerce yang dikelola oleh Garena Group yang 

sekarang berubah nama menjadi SEA Group, perusahaan internet di 

Asia Tenggara yang berkantor pusat di Singapura.  

Marketplace Shopee bekerja sama dengan jasa kirim untuk 

menghantarkan pesanan ke pembeli, dengan menyesuaikan tempat, 

berat barang, waktu lamanya pengiriman dan barang yang dikirim. Jasa 

kirim yang digunakan yaitu, toko, SPX (Shopee Xpress),  SPX Point, 

Agent SPX, Grab Express, GoSend, Antaraja, J&T, Bluebird kirim, 

JNE, Ninja Xpress, Sentral Cargo, SiCepat Ekspres, ID Express, 

Indopaket dan PosAja!. Dari sekian banyak jasa layanan pengiriman, 

SPX adalah jasa pengiriman barang yang sering digunakan di 

Marketplace Shopee (Aplikasi Shopee).  

b. Jenis Layanan SPX (Shopee Xpress) 

Berikut jenis-jenis layanan SPX : 

1) SPX Standard (Shopee Xpress Standard) 

SPX standard adalah layanan untuk pengiriman regular. 

2) SPX Same day 

SPX same day adalah layanan untuk pengiriman yang akan sampai 

pada hari yang sama dengan jarak pengantaran maksimal hingga 

100 km untuk penjual di kelola shopee dan maksimal hingga 40 km 

untuk penjual terpilih di Cengkareng, Grogol, Petamburan, 

Kalideres, Tambora dan Penjaringan. 

3) SPX Instan 
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SPX instan adalah layanan untuk pengiriman maksimal  2 jam dari 

pick up. 

4) SPX Hemat 

SPX hemat adalah layanan untuk pengiriman dengan ongkos kirim 

yang lebih hemat. 

5) SPX Point (Shopee Xpress Point) 

SPX Point atau ambil di tempat adalah layanan untuk pengiriman 

dimana pembeli dapat mengambil paket secara langsung di lokasi 

SPX Point atau Agent SPX dengan ongkos kirim yang lebih 

hemat.
28

 

c. Perbedaan SPX Standard, Sameday, Instan, Hemat, Agent SPX dan 

SPX Point (Ambil di Tempat)  

Berikut tabel perbedaan SPX Standard, Sameday, Instan, 

Hemat, Agent SPX  dan SPX Point (ambil ditempat).
29

 

Tabel II.1 

Perbedaan macam-macam layanan SPX 

 

 Standard Sameday Instan Hemat 
Ambil Di 

Tempat 

Durasi 

pengiriman 

1-3 hari(kota 

besar di 

Jawa) 

Dalam 24 

jam 

Terkirim 

maks. 2 

jam 

setelah 

pick up 

2-14 hari 2-14 hari 

Berat 

maksimal 
50 kg 7 kg 

20kg/40k

m 
50 kg 20kg 

Dimensi 

maksimal 

120x120x12

0cm 

40x40x40

cm 

50x50x80

cm 

120x120x12

0cm 

50X50X5

0cm 

                                                             

28 Akun Resmi Shopee, https://seller.shopee.co.id/edu/article/3444, Diakses Pada 7 Juni 

2024. 

29
 Akun Resmi Shopee, Ibid.,, Diakses Pada 7 Juni 2024. 
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Masa 

pengemasan 
2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 

Kurir 

Kurir SPX 

express, 

bekerja sama 

dengan: 

wahana dan 

Shipper 

untuk 

layanan 

antar ke 

counter. 

Sicepat 

express 

untuk 

wilayah luar 

jangkauan 

(jangan 

khawatir 

karena 

semua paket 

anda 

terjamin 

oleh SPX) 

a)  

Kurir 

SPX  

Kurir 

SPX  
Kurir SPX  Kurir SPX  

Penjual yang 

dapat 

menggunaka

nnya 

Toko yang 

mengikuti 

layanan 

dikelola 

Shopee dan 

toko terpilih 

Toko 

yang 

mengikuti 

layanan 

dikelola 

Shopee 

dan toko 

terpilih 

Toko 

terpilih 

Toko yang 

mengikuti 

layanan 

dikelola 

Shopee dan 

toko terpilih 

Toko yang 

mengikuti 

layanan 

dikelola 

Shopee 

dan toko 

terpilih 

 

d. Jenis produk yang dilarang & berbahaya menggunakan jasa kirim SPX 

Berikut jenis-jenis produk, bahan/zat-zat yang dilarang dan 

berbahaya menggunakan jasa kirim SPX: 

1) Makhluk hidup atau yang diawetkan yaitu, Hewan dan tumbuhan 

tanpa pengecualian.  
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2) Barang/dokumen berharga yaitu, uang/surat berharga. Contohnya, 

cek, giro, obligasi/saham dan sertifikat. 

3) Barang yang terlarang sesuai dengan kebijakan shopee yaitu, 

melanggar kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi. 

Contohnya, peralatan perjudian dan tiket lotre, narkoba/obat-

obatan terlarang. 

4) Barang yang bertentangan dengan hukum dan nilai kesusilaan 

yaitu, barang yang dikategorikan dalam pengawasan pemerintah 

serta dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.  

5) Bahan yang mudah meledak yaitu, bahan /zat yang berbentuk 

padat/cair yang dapat dengan sendirinya mengalami reaksi kimia 

dan menghasilkan gas yang dapat merusak lingkungan sekitar. 

Contohnya, mesiu, peluru, petasan, kembang api, senjata api dan 

peralatannya. 

6) Gas yang mudah terbakar yaitu, gas yang cairkan/larutkan dengan 

tekanan. Gas ini dapat berupa zat/bahan yang mudah menguap. 

Contohnya, gas metana, hidrogen, propana, dan pemantik api. 

7) Cairan yang mudah meledak, terbakar, dan beracun yaitu, 

cairan/campuran yang mengandung larutan padat/jenuh yang 

mudah terbakar pada suhu >35 derajat celcius dan tidak boleh 

terkena panas maupun dibawah tekanan 0.3 kPa. Contohnya, 

alkohol >70%, minuman beralkohol, bahan bakar minyak (BBM). 
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8) Benda padat mudah terbakar yaitu, bahan/barang yang mempunyai 

sifat umum yang peka terhadap pemanasan jika terkena air, 

gesekan/pancaran gas. Contohnya, korek api, batu bara/arang, 

sulfur, nitronaphthalene. 

9) Benda padat mudah meledak yaitu, zat yang memproses 

pembakaran sendiri akibat pemanasan-pemanasan sendiri/ 

peningkatan suhu suatu reaksi internal dan bersifat eksoterm (suatu 

reaksi yang menghasilkan panas, sehingga akan melepaskan energi 

ke sekeliling nya). Contohnya, klorin (kaporit), hidrogen peroksida 

(pembersih darah),  amonia. 

10) Zat beracun dan menular yaitu, zat yang dapat menyebabkan 

penyakit, cedera atau kematian jika dikonsumsi. Contohnya, 

kloroform, arsenik, sianida. 

11) Bahan radioaktif yaitu, zat yang memancarkan radiasi yang dapat 

membahayakan manusia dan hewan. Contohnya, uranium, radium, 

alat x-ray. 

12) Bahan korosif yaitu, zat yang dapat menyebabkan kerusakan 

permanen jika terkena kulit dan dapar menghancurkan barang lain. 

Contohnya, formalin, asam fluoride. 

13)  Lainnya yaitu, zat/bahan lain yang tidak termasuk pada jenis 

produk diatas.
30

 

                                                             

30 Akun Resmi Shopee, Ibid., Diakses Pada 7 Juni 2024. 
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Semua produk dalam bentuk cairan yang termasuk kedalam 

produk berbahaya wajib dikemas dengan aman (melampirkan MSDS 

(Material Safety Data Sheet)dan surat pernyataan produk berbahaya 

dari penjual) sebelum dikirimkan ke pembeli agar cairan tidak tumpah. 

SPX berhak untuk membatalkan dan mengembalikan pengiriman 

produk berbahaya apabila ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan 

produk yang dilarang dan berbahaya menggunakan SPX dan kebijakan 

Shopee. 

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Desa Muara Bungkal 

Desa Muara Bungkal adalah Desa Tertua di Kecamatan Sungai 

Mandau yang berdiri pada tahun 1836 M, pada saat itu masyarakatnya 

berketurunan suku Hamba Raja yang dipimpin oleh Penghulu ATAN 

di Daerah Lipai Tuo. Semasa itu Desa Muara Bungkal mempunyai 13 

Dusun, yang mana 10 dusun berada di daratan dan 3 dusun berada di 

pinggir Sungai Mandau. Sepuluh dusun yang berada di daratan yaitu 

1) Dusun Kempas Balik, 

2) Dusun Ponti Samak, 

3)  Dusun Bando Osah, 

4) Dusun Mungkal Salih, 

5) Dusun Saimat, 

6) Dusun Lipai Tuo, 

7) Dusun Lipai Darat 
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8) Dusun Rimba Kubah 

9) Dusun Damar Ginak 

10) Dusun Donai 

Tiga dusun yang berada di tepi Sungai Mandau yaitu 

1) Dusun Pangkalan Cacing 

2) Dusun Mak Bido 

3) Dusun Bakung Bagendang (Sekarang bernama dusun Ponti Samak) 

Dulunya Desa ini adalah pusat pemerintahan yang dikenal 

dengan Onder Distrik Mandau yang Kantornya terletak di Muara 

Sungai Muara Bungkal. Mulai dari berdirinya Desa Desa Muara 

Bungkal pada tahun 1836 sampai dengan tahun 2023 tercatat 

Penghulu/kepala Desa yang pernah menjabat yaitu : 

1) Penghulu Atan dari tahun 1836 sampai tahun 1843 

2) Penghulu Entul dari tahun 1843 sampai tahun 1851 

3) Penghulu Tapo dari tahun 1851 sampai tahun 1860 

4) Penghulu Koling dari tahun 1860 sampai tahun 1873 

5) Penghulu Dusun dari tahun 1873 sampai tahun 1890 

6) Penghulu Nurhasim dari tahun 1890 sampai tahun 1945 

7) Penghulu Baki dari tahun 1945 sampai tahun 1950 

8) Penghulu Maksuko dari tahun 1950 sampai tahun 1962 

9) Kepala Desa Sahara N dari tahun 1962 sampai tahun 1993 

10) Kepala Desa Asman dari tahun 1993 sampai tahun 2002 

11) Kepala Desa Riduan H dari tahun 2002 sampai tahun 2003 
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12) Kepala Desa Syafi'i dari tahun 2003 sampai tahun 2009 

13) Kepala Desa Asril Amran dari tahun 2009 sampai tahun 2014 

14) Penghulu/PJS Yaumil Azwan, SH dari tahun 2014 sampai tahun 

2015 

15) Penghulu Asril Amran dari tahun 2015 sampai tahun 2016 

16) Penghulu/PJS Mukhlis dari tahun 2016 sampai tahun 2018 

17) Penghulu/PJ Tamrin,S.Pd dari tahun 2018 sampai tahun 2019 

18) Penghulu Subiranto dari tahun 2019 sampai dengan sekarang 

Desa Muara Bungkal adalah Desa yang sejak tahun 1993 

termasuk Desa IDT dan sampai dengan tahun 2009 masih 

dikategorikan Desa tertinggal di Kabupaten Siak. Inilah suatu hal yang 

memilukan Hati Desa Tuo yang penuh dengan kenangan menjadi Desa 

yang penuh dengan ketertinggalan. Semenjak Siak dijadikan 

Kabupaten pada tahun 1999 dan Sungai Mandau menjadi Kecamatan, 

maka masuklah Desa Muara Bungkal di dalam tatanan pemerintahan 

Kabupaten Siak dengan Kecamatan Sungai Mandau. 

Desa Muara Bungkal yang terdiri dari Kepala Desa yang 

dibantu oleh 1 orang Panitera, 1 orang Bendahara, 2 orang Panitera, 2 

orang Kaur dan 4 orang Teknisi. dan mempunyai 3 Dusun, 3 Rukun 

Warga dan 6 Rukun Tetangga, dalam hal pengabdian kepada 

masyarakat di desa ini. 

b. Letak Geografis Desa Muara Bungkal 
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Desa Muara Bungkal berada dalam wilayah Kecamatan Sungai 

Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

1) Koordinat: Sekitar 0°57' LU dan 101°41' BT (perkiraan 

berdasarkan peta dan sumber daerah setempat) 

2) Ketinggian: ±15–30 meter di atas permukaan laut  

Batas Wilayah: 

1) Sebelah Utara: Desa Bancah Umbai dan Lubuk Umbut, Kecamatan 

Sungai Mandau 

2) Sebelah Selatan: Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang 

3) Sebelah Timur: Desa Muara Kelantan, Sungai Selodang, dan 

Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau  

4) Sebelah Barat: Desa Mandi Angin, Kecamatan Minas 

Desa Muara Bungkal memiliki luas ± 8.442 Ha dan wilayahnya 

berupa daratan bertopografi datar dan beriklim tropis kemarau dan 

penghujan. Jika musim kemarau, suhu panas cepat mempengaruhi 

kondisi tanah dan menjadi gersang, sebaliknya jika musim penghujan 

seringkali terjadi banjir dan selalu menyebabkan aktivitas keseharian 

masyarakat terganggu. 

 

c. Data Kependudukan dan Mata Pencarian 

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah 

geografi. Jumlah penduduk saat ini dilihat dari data pokok desa jumlah 
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penduduk sebanyak 1361 jiwa. Untuk lebih jelas dan lebih rinci 

diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan 

tabel berikut:  

Tabel II.2 

Penduduk Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1. Laki-laki 717 

2. Perempuan 644 

Jumlah 1361 

Sumber: Kantor Desa Sungai Mandau 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

yang ada di Desa Muara Bungkal kecamatan Sungai Mandau banyak 

penduduk Laki-laki dibandingkan dengan penduduk Perempuan, 

dimana perbedaan itu tidak terlalu banyak. Dimana Laki-laki sebanyak 

717 orang dan Perempuan sebanyak 644 orang, sehingga dapat 

diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar 

dari penduduk perempuan. 

Pada umumnya masyarakat di Desa Muara Bungkal kecamatan 

Sungai Mandau memiliki  mata pencarian utama yaitu: 

1) Petani dan Pekebun 

Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan pekebun, 

terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi sumber 

penghasilan utama karena lahan di sekitar desa banyak 

dimanfaatkan untuk sawit, baik milik pribadi maupun milik 

perusahaan. 
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2) Buruh Perkebunan 

Banyak juga warga yang bekerja sebagai buruh di 

perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) seperti 

PT Arara Abadi. Pekerjaan ini mencakup penanaman, 

pemeliharaan, hingga panen kayu atau sawit. 

3) Nelayan Tradisional dan Pencari Ikan 

Sebagian kecil masyarakat menggantungkan hidup dari 

hasil menangkap ikan di sungai, terutama Sungai Muara Bungkal 

dan sekitarnya. 

4) Pedagang dan Usaha Kecil 

Ada juga yang memiliki usaha seperti warung kelontong, 

bengkel kecil, dan jasa ojek sebagai penunjang ekonomi keluarga. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Muara 

Bungkal sebagian besar mata pencahariannya dari sektor 

perkebunan (terutama kelapa sawit). 

d. Agama 

Dalam membangun masyarakat, agama adalah suatu unsur 

terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, karena agama 

merupakan suatu pola akidah yang mencakup unsur kepercayaan, 

sosial dan tindakan emosional terutama terhadap segala hal. Kehidupan 

keagamaan yang ada di Desa Muara Bungkal penduduknya mayoritas 

beragama islam, adapun yang beragama Katolik merupakan penduduk 
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pendatang yang sudah menetap dan menjadi kependudukan di Desa 

Muara Bungkal. 

Untuk mengetahui jumlah penduduk pemeluk agama di Desa 

Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel II.3 

Jumlah pemeluk agama di  Desa Muara Bungkal Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak 

 

No Agama Jumlah Penduduk 

1. Islam 1327 

2. Kristen - 

3.  Katolik 34 

4. Hindu - 

5. Buddha - 

6. Khonghucu - 

 Jumlah 1361 

Sumber: Kantor Desa Sungai Mandau 

e. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Desa Muara 

Bungkal Kecamatan Sungai Mandau untuk mendukung kegiatan 

masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia agar dapat 

mencapai tujuan bersama antara lain seperti prasarana peribadatan, 

prasarana dan sarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, 

prasarana olahraga. Sarana dan prasarana ini harus  dimanfaatkan 

dengan baik agar dapat membentuk atau membangun masyarakat yang 

baik.  

Untuk mengetahui jumlah sarana prasarana di Desa Muara 

Bungkal Kecamatan Sungai Mandau dapat dilihat dibawah ini: 
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1) Gedung Paud      : 2 unit 

2) Gedung SD/ Sederajat    : 1 unit 

3) Gedung SMP/ Sederajat   : 1 unit 

4) Perpustakaan keliling/ Perpustakaan Desa : 1 unit 

5) Tempat kegiatan tahfidz   : 1 unit 

6) Lembaga pendidikan agama   : 2 unit 

7) Lapangan sepak bola/ Futsal    : 2 unit 

8) Meja Pingpong     : 1 unit 

9) Puskesmas pembantu    : 1 unit 

10) Polindes (Pondok bersalin Desa)  : 1 unit 

11) Posyandu      : 2 unit 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sarana 

prasarana pendidikan di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai 

Mandau masih kurang dan belum memadai. 

f. Sosial Budaya Masyarakat 

Penduduk Kampung Muara Bungkal berasal dari berbagai 

daerah, mayoritas berasal dari suku Melayu dan Jawa dengan kepala 

keluarga berjumlah ± 240 KK dan penduduk berjumlah ± 957 jiwa. 

Tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal sudah 

menjadi tradisi sejak dahulu oleh masyarakat kampung dan tradisi ini 

efektif menangkal benturan atau gesekan yang terjadi di tengah-tengah 

kelompok masyarakat.  
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Dulu ekonomi desa berjalan sangat lambat dan masih di bawah 

standar, namun saat ini, ± 60% roda ekonomi di kampung sudah cukup 

berjalan dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari. 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Tinjauan pe.ne .litian terdahulu adalah de.skripsi ringkas te .ntang kajian 

atau pe.ne.litian yang sudah dilakukan di se .putar masalah yang diteliti, 

sehingga te .rlihat jelas bahwa kajian yang se .dang dilakukan ini tidak 

me.rupakan pe.ngulangan atau duplikasi dari kajian atau pe .ne .litian te.rse .but. 

Be .rikut topik pe.ne.litian yang re .le .van de .ngan masalah te.rse .but, be.be .rapa 

kajian dan pe.mbahasan diantaranya: 

1. Pe .ne .litian yang dilakukan ole .h Siti Khomariyah yang be .rjudul “Tinjauan 

hukum Islam te .rhadap praktik jasa pe .ngiriman barang di J&T Cargo 

Ponorogo”.
31

 Adapun pe .rsamaan pada pe.ne .litian ialah sama-sama 

me.mbahas te.ntang jasa pe .ngiriman de .ngan akad ijarah. Se .dangkan 

pe .rbe.daannya pada pe.ne.litian ini me .ne .liti jasa pe.ngiriman J&T dan 

tinjauan hukum Islam, se .dangkan pe .ne .litian yang he .ndak dite.liti ialah jasa 

pe .ngiriman SPX yang tidak se .suai alamat ditinjau Fiqih Muamalah. 

2. Pe .ne .litian yang dilakukan ole .h Tantri Le .stari yang be .rjudul “Tinjauan 

hukum Islam te.rhadap pe.laksanaan akad pe .ngiriman barang dan re .sikonya 

                                                             

31
 Siti Khomariyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang 

di J&T Cargo Ponorogo”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. Diakses Pada 8 

Juni 2024. 
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di pe .rusahaan jasa pe.ngiriman barang Tiki cabang Pe .cangaan”.
32

 Adapun 

pe .rsamaan pada pe.ne .litian ini ialah sama-sama me.mbahas te.ntang jasa 

pe .ngiriman barang de.ngan akad ijarah. Se .dangkan pe.rbe .daannya pada 

pe .ne.litian ini me .ne.liti jasa pe.ngiriman Tiki dan pe.rmasalahan barang te .lat 

sampai se.rta adanya ke .hilangan barang, se .dangkan yang he .ndak dite .liti 

ole.h pe .nulis adalah jasa pe.ngiriman SPX yang tidak se .suai alamat. 

3. Pe .ne .litian yang dilakukan ole .h Rara Indira yang be .rjudul “Tinjauan 

hukum Islam te.rhadap akad pe.ngiriman barang be.rupa Al-Qur‟an 

me.nggunakan jasa e .kspe .disi”.
33

 Adapun pe .rsamaan pada pe.ne .litian ini 

ialah sama-sama me.mbahas te.ntang jasa pe .ngiriman barang de.ngan akad 

ijarah. Se.dangkan pe.rbe .daannya pada pe .ne .litian ini me.ne.liti pe.ngiriman 

barang yang be .rupa kitab suci Al-Qur‟an, se .dangkan yang pe .nulis akan 

te.liti ialah jasa pe .ngiriman yang me .ngantarkan barang tidak se .suai de.ngan 

alamat. 

4. Pe .ne .litian yang dilakukan ole .h Afrizal Bima Se .ptiawan yang be .rjudul 

“Tinjauan Ijarah Te .rhadap Praktik Akad Jasa Pe .ngiriman Barang di PT. 

                                                             

32
 Tantri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman 

Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”, Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Diakses Pada 8 Juni 2024. 

33
 Rara Indira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Berupa Al-

Qur‟an Menggunakan Jasa Ekspidisi”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Lampung, 2022. Diakses 

Pada 8 Juni 2024. 
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Cahaya Patuarian E.kspre .s”.
34

 Adapun pe .rsamaan pada pe.ne .litian ini ialah 

sama-sama me.mbahas te.ntang jasa pe.ngiriman barang de .ngan akad ijarah. 

Se .dangkan pe .rbe .daannya pada pe .ne .litian ini me .ne .liti pe.ngiriman barang 

yang me .lakukan ke.te.rlambatan pe.ngiriman, ke.hilangan barang, tanggung 

jawab pe.rusahaan dan ke.pastian waktu pe .ngiriman, se .dangkan yang 

pe .nulis akan te.liti ialah jasa pe .ngiriman yang me .ngantarkan barang tidak 

se .suai de.ngan alamat. 

5. Pe .ne .litian yang dilakukan ole .h Alinda Hatikarini yang be .rjudul “Analisis 

Pe .rbandingan Ke .puasan Pe .langgan Te .rhadap Pe.layanan Jasa Pe.ngiriman 

Pake .t di PT. Pos Indone .sia dan JNE. Kota Se .rang”.
35

 Adapun pe .rsamaan 

pada pe.ne .litian ini ialah sama-sama me.mbahas te.ntang jasa pe.ngiriman 

barang, fokus pada layanan pe .ngiriman dan te.rkait de.ngan konsume .n. 

Se .dangkan pe .rbe .daannya pada pe .ne .litian ini me .ne .liti pe.ngiriman barang 

yang me.mbahas pe.rbandingan ke.puasan pe.langgan te .rhadap pe.rusahaan 

e .kspe .disi de.ngan me .tode. pe .ne .litian kuantitatif be .rbasisi pe .rse .psi 

pe .langgan, se .dangkan yang pe .nulis akan te.liti ialah jasa pe .ngiriman SPX 

yang me .ngantarkan barang tidak se .suai de.ngan alamat. 

                                                             

34
 Afrizal Bima Septiawan, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman 

Barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said 

Surakarta, 2022. Diakses Pada 5 Februari 2025. 

35
 Alinda Hatikarini, “Analisis Perbandingan Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan 

Jasa Pengiriman Paket di PT. Pos Indonesia dan JNE Kota Serang”, Skripsi: Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, 2016. Diakses Pada 5 Februari 2025. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pe .ne .litian ini adalah penelitian lapangan (field Re.se .arch), yaitu suatu 

pe .ne.litian bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan 

dengan berinteraksi atau berkomunikasi dengan kurir pengiriman SPX dan 

Konsumen jasa pengiriman SPX. Penelitian ini mempelajari secara mendalam 

tentang tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa 

pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di 

Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati 

dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dalam penelitian 

ini adalah kurir pengiriman SPX dan konsumen jasa pengiriman SPX.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna 

mendapatkan data yang lebih terarah. Objek penelitian yang akan penulis 

teliti adalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah 

pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Pengguna marketplace shopee di desa Muara 

Bungkal yang membeli barang dan menggunakan jasa pengiriman SPX.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik 

pengambilan sampel dan penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi sampel yang 

diteliti adalah Pengguna jasa pengiriman SPX di Perumahan 88, Desa 

Muara Bungkal, Km 100, Rt.2/Rw.3, Kecamatan Sungai Mandau. 

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan cara wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk 

dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya 

melalui teknik wawancara kepada kurir pengiriman SPX dan Konsumen 

jasa pengiriman SPX.  

 

2. Data Sekunder 
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Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur 

relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang 

berkenaan dengan penelitian, dan website resmi Shopee. 

3. Data Tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni 

data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus yang 

masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti 

atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek 

yang akan diteliti.
36

 Peneliti akan melakukan observasi secara langsung 

terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak 

sesuai alamat. 

2. Interview/ wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan berupa 

tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang 

masalah penelitian yang sedang diteliti.
37

 Wawancara dilakukan guna 

mendapatkan informasi secara langsung yakni dengan melakukan 

                                                             

36 Syfrida Hafni,  Metodologi Penelitian, (Medan: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 

47. 

37 Syafrida Hafni, ibid., h. 46 
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wawancara kepada kurir pengiriman SPX dan konsumen jasa pengiriman 

SPX.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Pada 

penelitian ini, dokumentasi yang dapat mendukung data penelitian berasal 

dari dokumen ataupun data-data dari kurir SPX atau dari  konsumen SPX. 

 

G. Metode Analisis Data  

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian 

mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di 

lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai 

dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. Dari data 

yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi 

untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. 

 

H. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data 

tersebut menggunakan metode sebagai berikut: 

1. De .duktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis lalu ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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2. De .skriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang 

diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan 

diamati secara langsung oleh peneliti. 

 

A. Sistematika Penulisan  

Untuk me.mpe.rmudah prose.s pe .ne .litian ini, pe.nulis me.nguraikan 

be .be.rapa hal te.ntang siste .matika pe.nulisan se .bagaimana be .rikut : 

BAB I : PE .NDAHULUAN  

  Pada bab ini me .ncakup latar be.lakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe.ne.litian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

  Pada bab ini me.nje.laskan te.ntang Fiqih Muamalah, akad Ijarah 

dan Jasa Pengiriman SPX. 

BAB III : ME .TODE . PE .NE .LITIAN 

  Pada bab ini me .nje.laskan te.ntang me .tode .-me .tode. dan sumbe.r 

data yang akan digunakan dalam pe .ne .litian.  

BAB IV : HASIL PE .NE .LITIAN  

  Pada bab ini me .nje.laskan me.nge .nai akad ijarah pada jasa 

pe .ngiriman SPX yang tidak se .suai alamat ditinjau Fiqih 

Muamalah, se.rta analisis dari pe.nulis. 

BAB V : KE .SIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini dimuat Ke .simpulan be.rupa rumusan singkat 

se .bagai jawaban dari pe .rmasalahan yang te .rdapat dalam 

pe .nulisan juga saran yang be .rkaitan de.ngan pe .nulisan 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari be.rbagai uraian dan analisis hasil pe .mbahasan pada bab 

se .be .lumnya, maka pe.nulis dapat me.ngambil ke.simpulan se.bagai be .rikut : 

1. Pandangan Fiqih Muamalah me.nge .nai pe .laksanaan akad ijarah pada jasa 

pe .ngiriman barang me .ne.kankan bahwa akad ini sah jika me .me.nuhi rukun 

dan syarat yang dite .tapkan, se.pe.rti ke .re.laan ke.dua pihak, ke.je.lasan 

manfaat, dan pe.mbayaran yang se .suai. Akad ini me.ngatur hubungan antara 

pe .ngirim, pe .rusahaan jasa, kurir, dan pe .ne.rima barang de .ngan prinsip 

ke .adilan, transparansi, dan be .bas dari praktik te.rlarang se .pe .rti riba, gharar, 

maysir, dan khe .da. Pe .rusahaan jasa pe.ngiriman diharuskan me .njamin 

ke .je.lasan biaya, waktu, dan kondisi barang yang dikirim, se .rta me.mastikan 

barang sampai de .ngan aman dan se.suai ke.se .pakatan. Ke .jujuran dan 

amanah me.njadi landasan utama dalam pe .laksanaan akad ijarah ini. 

2. Akad ijarah dalam konteks jasa pengiriman memiliki peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari 

akad ijarah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan larangan terhadap 

praktik zalim, sangat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Dan 

hasil wawancara dengan pengguna jasa pengiriman SPX menunjukkan 

bahwa meskipun mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang akad 

ijarah, mereka tetap mengharapkan agar barang yang mereka kirimkan 

atau terima sampai ke alamat yang telah disepakati, dan jika terjadi 
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kesalahan, mereka berharap kurir dapat bertanggung jawab dan 

memberikan solusi. Ketidakpatuhan kurir dalam mengantarkan barang 

sesuai alamat yang disepakati dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad 

ijarah, yang dapat merugikan pihak konsumen.  

3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa 

pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat berpotensi melanggar prinsip-

prinsip Fiqih Muamalah. Berdasarkan tinjauan Fiqih Muamalah, akad 

ijarah harus didasarkan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, 

dan larangan terhadap praktik zalim serta gharar. Ketidaksesuaian 

pengiriman dengan alamat yang disepakati menandakan adanya 

wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, yang menyebabkan akad tersebut 

batal atau tidak sah menurut Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, penyedia 

jasa pengiriman SPX harus memastikan kesesuaian antara perjanjian dan 

pelaksanaan layanan. Jika terjadi kesalahan, pihak penyedia jasa wajib 

memperbaiki keadaan atau memberikan kompensasi kepada pelanggan, 

agar hak-hak mereka tetap terjaga sesuai dengan prinsip syariah yang 

berlaku dalam transaksi muamalah. 

 

B. Saran 

1. Harapan besar penulis kepada penyedia jasa pengiriman SPX serta kurir 

agar mematuhi prinsip syariah dalam pelaksanaan akad ijarah, seperti 

kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Serta dalam penerapan 

penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti mediasi atau arbitrase, 

untuk solusi yang adil. Dan harapan penulis kurir dan perusahaan perlu 
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lebih fokus pada akurasi pengiriman dan menjaga amanah dalam 

peningkatan kualitas layanan, harus ada  transparansi akad dan tanggung 

jawab untuk menghindari kerugian. Perusahaan harus meningkatkan 

pemahaman prinsip syariah kepada pihak terkait agar semua pihak 

memahami hak dan kewajiban mereka. 

2. Jasa pengiriman SPX hendaknya melakukan mengadakan pelatihan 

tentang prinsip Fiqih Muamalah agar semua pihak memahami aturan akad 

ijarah. Dan penyedia jasa pengiriman SPX menyampaikan tanggung jawab 

terkait Penyusunan kontrak yang lebih jelas dan transparan terkait 

kewajiban, biaya, untuk menghindari sengketa. Dan perusahaan perlu 

memperkuat pengawasan terhadap kurir agar pengiriman barang selalu 

sesuai alamat yang telah disepakati. Perusahaan harus menyediakan 

mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti mediasi atau 

arbitrase. Atau Perusahaan menetapkan kebijakan ganti rugi yang jelas 

bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran akad ijarah. Dengan 

menerapkan ini, pelaksanaan akad ijarah dapat lebih sesuai dengan prinsip 

syariah dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. 

3. Mengingat pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX barang 

yang tidak sesuai alamat maka diperlukan sistem pengawasan yang ketat 

untuk memantau pengiriman secara real-time. Serta perjanjian kontrak 

yang lebih detail dan jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing 

pihak, dan menerapkan prosedur penyelesaian sengketa berbasis syariah, 

seperti mediasi atau arbitrase untuk solusi yang adil. Adanya edukasi dan 
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pelatihan kurir secara berkala tentang amanah dan prinsip syariah dalam 

akad ijarah. Dengan ini, diharapkan akad ijarah dalam jasa pengiriman 

SPX dapat berjalan sesuai prinsip syariah, mengurangi kerugian, dan 

meningkatkan kepercayaan pelanggan. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Konsumen jasa pengirima SPX di Desa Muara Bungkal 

a. Apakah anda pernah menggunakan jasa pengiriman SPX? 

b. Apakah anda pernah menerima paket yang salah alamat ? 

c. Jika, ya bagaimana respon kurir terhadap masalah tersebut? 

d. Bagaimana cara kurir untuk mengabari anda bahwa harus menjemput 

paket tersebut? 

e. Apakah anda mengetahui bahwa jasa pengiriman termasuk akad ijarah 

dalam islam? 

f. Menurut anda apakah kurir jasa pengiriman SPX tetap bertanggung 

jawab jika salah alamat atau tidak menghantar ke alamat yag telah 

disepakati? 

g. Apakah anda merasa dirugikan karna telah membayar ongkir sesuai 

alamat tjuan, namun paket yang dikirim tidak sesuai denga alamat 

tersebut? 

2. Kurir jasa pengirima SPX di Desa Muara Bungkal 

a. Bagaimana biasanya prosedur pengiriman barang di SPX? 

b. Apakah dalam sistem SPX ada ketentuan bahwa barang boleh dititip 

atau ditaruh di titik tertentu, bukan di antarkan langsung ke rumah 

konsumen? 

c. Mengapa kurir menetapkan tempat pengambilan barang, bukan 

mengantar ke alamat tujuan konsumen? 
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d. Apakah penetapan lokasi pengambilan itu merupakan kebijakan 

perusahaan atau keputusan pribadi kurir? 

e. Apakah konsumen diberitahu sebelumnya tentang hal ini? 

f. Apa kendala yang biasanya menyebabkan kurir tidk bisa mengantar 

langsung ke alamat? 

g. Apakah anda mengetahui bahwa jasa antar barang termasuk dalam 

akad ijarah (sewa jasa) dalam fikih muamalah? 

h. Menurut anda apakah adil jika konsumen membayar ongkir penuh tapi 

barang harus diambil sendiri? 

i. Apakah anda merasa itu termasuk bentuk kelalaian atau penyimpangan 

dari akad ijarah? 

j. Bagaimana seharusnya tangging jawab kurir dalam situsi ini menurut 

anda? 
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B. Dokumentasi penelitian 

1. Dokumentasi tempat pengambilan barang (Depan SPBU) 
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2. Screnshot chat kurir meminta konsumen mengambil barang 
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3. Dokumentasi konsumen mengambil barang di depan SPBU sebagai titik 

temu dengan kurir SPX 
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